
PERATURANBUPATIKETAPANG 
NOMOR 14 TAHUN 2013 

TENTANG 
STANDAR BELANJA KEGIATAN PENUNJANG TUGAS 
POKOK DAN FUNGSI SATUAN KERJA PERANGKAT 
DAERAHPEMERINTAHKABUPATENKETAPANG 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Pelaksana~n 
I 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan untuk mempercepat 
pencapaian visi dan misi Bupati maka beban belanja rutin Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang cukup besar untuk membiayai belaaja kegiatan 
penunjang tugas pokok dan fungsi perlu di analisis, sehingga memenuhi 
kriteria kewajaran ekonomi, efisien dan efektif; 

b. bahwa agar perencanaan dan Penggunaan Belanja Kegiatan Penunjang Tugas 
sebagaimana dimaksud pada huruf a tepat sasaran dan berjalan dengan baik 
perlu dilakukan Standarisasi sebagai tolak ukur dalam Penggunaan Anggaran 
Belanja Kegiatan Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat 
Daerah Pemerintah Kabupaten Ketapang; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a clan 
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Belanja Kegiatah 
Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Pemerintah Kabupaten Ketapang; 

Mengingat: I. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang 
Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) 
scbagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 



. . 

Menetapkan 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas 
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53347); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

MEMUTIJSKAN : 

STANDAR BELANJA KEGIATAN PENUNJANG TUGAS POKOK 
DAN FUNGSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 
PEMERINTAH KABUPATEN KET AP ANG 

Pasal 1 
Standar Belanja Kegiatan Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2014 di tetapkan 
sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 
Standar Belanja Kegiatan Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ketapang sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal I merupakan salah satu bahan dalam : 
a. proses Perencanaan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat 

Daerah dalam pengalokasian penggunaan anggaran; 
b. Proses tahapan Penganggaran dan acuan yang di gunakan oleh Satuan 

Kerja Perangkat Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk. 
mengevaluasi usulan program, kegiatan, dan anggaran setiap Satuan 
Kerja serta dapat dipergunakan pada saat Musyawarah Rencana 
Pembangunan, Rencana Kerja dan pada saat penentuan Prioritas serta 
menganalisis beban kerja dan biaya dari usulan dengan atau kegiatan 
yang bersangkutan; dan i 

c. proses tahapan Pengendalian dan Pengawasan/Pemeriksaan. 

Pasal 3 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya da1am Berita Daerah 
Kabupaten Ketapang. 

Ditetapkan di Ketapang [ 
pada tanggal 28 Juni 2013 

I 

BUPATI KETAPANG 

TTD 
HENRIKUS 

Diundangkan di Ketapang 
pada tanggal 29 Juni 2013 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG 

TTD 

ANDI DJAMIR UDDIN 
BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2013 NOMOR 20 

7, Salinan sesuai dengan aslimy? , D 
KEPALA BAGI HUKUM/w-· 

SETDA KE ZAPANG 

E RADIA 
Penata Ti 

NIP. 197006 


